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ABSTRAK

CATATAN

: - bahwa dalam praktik penerimaan hibah oleh Pemerintah Pusat, diperlukan pengesahan realisasi

pendapatan dan belanja untuk hibah dalam bentuk uang yang diterima langsung oleh kementerian
negara/Lembaga dan pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja Yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam
Negeri Yang Diterima Langsung Oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN
No.4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.66, TLN N0.4400), PP 21 Tahun 2004 (LN Tahun 2004
No.75, TLN No.4406), PP 24 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.49, TLN No0.4503), Permenkeu RI
57/PMK.05/2007, Permenkeu Rl 40/PMK.05/2009, Permenkeu RI 69/PMK.02/2010 sebagaimana
telah diubah dengan Permenkeu RI 180/PMK.02/2010.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pendapatan dan belanja yang bersumber dari HLNL Uang dan HDNL Uang dilaksanakan melalui
mekanisme APBN. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku PA/ Kuasa PA
mengajukan permohonan nomor register HLNL Uang dan/atau HDNL Uang kepada Direktur Jenderal
Pengelolaan Utang c.q. Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku
PA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah dalam rangka pengelolaan
HLNL Uang dan/atau HDNL Uang kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
Rekening Hibah yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini wajib
dilaporkan dan dimintakan persetujuan kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum
Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik
kementerian negara/lembaga/kantor/satuan kerja. PA/Kuasa PA pada Kementerian Negara/Lembaga
melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari pendapatan HLNL Uang dan/atau HDNL
Uang pada DIPA kementerian negara/lembaga. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang sebagai Unit
Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran 999.02, melakukan penyesuaian
pagu pendapatan yang bersumber dari HLNL Uang dan HDNL Uang dalam DIPA Bagian Anggaran
999.02. Penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari HLNL Uang dan/atau HDNL Uang pada DIPA
kementerian negara/lembaga tidak diperkenankan melebihi realisasi pendapatan hibah yang diterima.
PA/Kuasa PA mengajukan pengesahan atas seluruh pendapatan dan belanja yang bersumber dari
HLNL Uang pada tahun anggaran berjalan kepada KPPN Khusus Jakarta VI paling sedikit 1 (satu) kali
dalam setiap triwulan. PA/Kuasa PA mengajukan pengesahan atas seluruh pendapatan dan belanja
yang bersumber dari HDNL Uang pada tahun berjalan kepada KPPN setempat, paling sedikit 1 (satu)
kali dalam setiap triwulan. Satuan kerja wajib menyusun laporan keuangan dan melakukan rekonsiliasi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

: - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2006, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2010.



